
 

 

 

 
 

 
WALI KOTA PANGKAL PINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

 
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALI KOTA PANGKAL PINANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor  4286 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,  

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6858); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,  

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140,  

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6896); 

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal 

Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127,  Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6949); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentan Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 



 

 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 



 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6883);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 



 

 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

23. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkal 

Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal 

Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 

2024 Nomor 46); 

24. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34); 

25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 

2023 Nomor 44); 

26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 50); 

27. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 36 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kota   Pangkal Pinang  Tahun 2024 Nomor 242); 

 

           MEMUTUSKAN: 

 

 

Pasal 1 
 

   Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang. 

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA  DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 



 

 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal 

Pinang. 

5. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BAKEUDA 

adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang.  

6. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah adalah laporan 

yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian 

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, 

yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan 

anggarannya dalam satu periode pelaporan. 

7. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

Pemerintah Daerah. 

8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum 

daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 

daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

manfaatkan surplus anggaran.  

10. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja. 

11. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja. 

12. Sisa lebih pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SILPA 

adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode pelaporan. 

 
 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas: 

a. Pendapatan  

1. Pendapatan Asli Daerah Rp       200.700.225.463,80 



 

 

2. Pendapatan Transfer Rp       807.899.546.588,00 

3. Lain-Lain Pendapatan Yang 

Sah 

Rp          7.027.047.710,00 + 

Jumlah Pendapatan Rp 1.015.626.819.761,80 

  

b. Belanja Operasi  

1. Belanja Pegawai Rp       457.938.841.843,00 

2. Belanja Barang Dan Jasa Rp       396.972.869.001,62 

3. Belanja Bunga Rp                               0,00 

4. Belanja Subsidi Rp                           0,00 

5. Belanja Hibah Rp         40.023.962.897,00 

6. Belanja Bantuan Sosial   Rp              512.700.000,00 

7. Bantuan Kepada Partai Politik  Rp                                0,00    

8. Belanja Bantuan Keuangan Rp                             0,00 

9. Belanja Tak Terduga Rp                237.904.482,00 

10.  Belanja Pegawai Rp                                 0,00   

11.  Belanja Modal Rp      165.360.732.258,70 + 

 Rp  1.061.047.010.482,32 

 

Jumlah Belanja  Rp  1.061.047.010.482,32 

Surplus / (Defisit) (Rp     45.420.190.720,52) 

c. Pembiayaan   

1. Penerimaan  Rp   102.193.583.442,42 

2. Pengeluaran Rp                           0,00- 

Pembiayaan Netto Rp   102.193.583.442,42 + 

SILPA ( Sisa Lebih Pembiyaan 

Anggaran) Tahun Berkenaan 

 

Rp     56.773.392.721,90 

 
 

  Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 



 

 

Peraturan Wali Kota ini. 

 
 Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Pangkal Pinang. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 295 

Ditetapkan di Pangkal Pinang 
pada  tanggal  20 Agustus 2025 

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG, 

 

dto 

 
M. UNU IBNUDIN 

 

 

Diundangkan di  Pangkal Pinang 
pada tanggal  20 Agustus 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA  PANGKAL PINANG, 

 
 

    dto 
 
 

MIE GO     
               


